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BUPATISITUBONDO,

bah、va dcngan ditetapkannya Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

ξI:lBi」::18翼 :」:[::li111::rlilatDacrah,maka status kclcmbagaan;ata dan Sub E)inas Pcrindustrian dan
Pcrtambangan pada E)inas Pcrindustnan, Perdagangan, dan Koperasi
Kabupaten SitubondO, scbagailnana diatur dalam Pcraturan Daerah
Kabupatcn SitubondO NomOr ll Tahun 2001 tcntang Susunan Organisasi
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l)crindustrian,1)crdagangan,dan Pari

suatu Peraturan Daerah.

LJndang―undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah―
d[[lah 

鷺::‖:ifln::I」lallliI‖:lζЪ∫長‖II:ll;Itta二:1‖in([:1:llil
Ncgara Nomor 9)junclo Pcraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 1972
tcntang Pcrubahan  Nama   dan  Pcnlindahan  Tcmpat Kё

dudukan
Pcmcrintah Dacrall Kabupatcn Panarukan(Lcmbaran Ncgara Republik

indoncsia Talltin 1972 N6 38):

Undang― undang Nomor 8 Tahun 197,tcntang POkOk_pOkOk Kcpcgawaian

(Lcmbaran Ncbyara Republik indonesia Tahun 1974 NOmor 55,Tambahan

麟 灘鸞鮮灘鮮撒)9 Nomor169,Tambahan Lcmbaran
Nc3tl『 ll Rcpliblik ind()ncsill N()l■ or 3890):
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undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor ll, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;

undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daltar perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia'rahun 1984 Nomor 22,Tambahan Lembarah
Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
Undang-undang Nomor 9 T'ahun 1990 Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1995 tentangT4,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 361l) ;

undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Bedangka
Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 tentang 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek
Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 'rambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817) ;

undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
[Jndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S39) ;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (r-embaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan l-embaran Negara
Itcputrlik lndoncsia Nomor 3330) ;

Peraturan Pemerintah Nomor l3 'l'ahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
(l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
Peraturan Pemerintah Nomor l6'tahun 1997 tentang waralaba (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3689) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Itepublik lndonesia Nornor 4127);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi
Perangkat f)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a262);

⌒

⌒

10

12

13.

14

15

16

17

18.

・
　

０
　

。

ヽ



19.

20.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahin
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l rahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk
I{ukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenagan Kabupaten/Kota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor I I T'ahun 2001 tentang
Susunan organisasi dan'l'ata Kerja Dinas perindustrian, perdagangan, dan
Koperasi Kabupaten situbondo (l-embaran Daerah Kabupaten situbondo,
Seri C,langgal l2 Pebruari 2001 Nomor l1lC).

Dengan persetujuan

DI]WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABllPATEN SITU30ND0

MEMUTUSKAN:

l》l]RATURAN DAllltAH KABIjPATEN SITUBONDO TENTANG
l)EMBENTllKAN SllSUNAN ORCANISASI DAN TATA KERJA
l)INAS PERINDl∫ STRIAN, PERDACANGAN, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO。

BABI
KETENTl〕 AN U■lEUⅣ l

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah ;

4. otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

5. I)acrah otonom, sclajutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;
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6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;

8. l)inas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata adalah l)inas
l)crittrlrrslriitu, l)crrlitgartgl;rrt tlart l)ariwisula Kabupatcn Situbonrkl ,

() Kultall l)irrls arlalulr KcP:rla I)irras l)crindustrian, I)r:rdagangan, dern

l'ariwisata Katrupatcn Situbondo ;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur
pelaksana operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata ;

11. Perindr.rstrian adalah tatanan dan segala kegialan yang bertalian dengan
kegiatan industri ,

12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri ;

13. Industri Kecil, Industri Kerajinan, Industri Rumah Tangga, lndustri
Rakyat adalah istilah-istilah untuk menyebut secara spesifik menurut ciri-
ciri tertentu tetapi masih termasuk dalam lingkup pengertian industri pada
umumnya;

14. Industri Kecil adalah kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi
Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha ;

15. Industri Menengah adalah kegiatan usaha industri yang memiliki asset dari
Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan
Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha ;

16 Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai
ciri unrum yang sama dalanr proses produksi ;

17 Jsnis lndustri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri
khusus yang sama dan atau hasilnya bersitat akhir dalam proses produksi ;

I 8 Tatanan Industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-
luasnya bagi industri ;

19. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan
secara terus menerus dengan tr.rjuan pengalihan hak atas barang atau jasa

dorrgan disortai irnbalan atiru konrpr:nsasi ;

20 l'crusaluurrt udllalr sctiirll [lr:rrtuk usulru yang borsilirt tctap dan tenrs
rnenerus dan yang didirikan, bckerja scrta lrerkedudukan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungaan atau
laba;

21. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian
clari porusalraan induknya dan dapat berkedudukan di tempat yang
berlainan dan dapat bersilht berdiri sendiri atau bertugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;

22. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaaan yang bertindak mewakili
kantor pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan tlan atau
pengurusaanya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;

23. Metrologi adalah Metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-
metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan
leknis dan peraturan bcrdasarkan undang-undang yang bertu.iuan untuk
rnelindungi umum dalam hal kebenaran pengukuran ;
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24. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda batal yang
berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda
tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak
rnelakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,
takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai ,

25. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata ;

Wisatawan adalah orang atau kelompok orang yang berkunjung ke Daerah
tujuan Wisata, pada kurun waktu tertentu dengan tujuan tidak untuk
bertempat tinggal (menetap) ;

Daerah Tujuan Wisata (destination) adalah setiap kawasan wisata tertenlu
yang oleh pemerintah telah ditetapkan/diperuntukan sebagai wilayah yang
layak menguntungkan untuk penyelenggaraan kegiatan pariwisata ;

Otlck Wisata adalalr pcrwujutlan tlan ciptaan ntanusia, tata hidup, seni
budaya serta sejarah bangsa dan lempat atau keadaan alam yang
mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;

Paket Wisata adalah upaya untuk memanfaatkan secara optimal obyek-
obyek dan atau atraksi wisata yang dapat disuguhkan atau dinikmati para
wisatawan;

Produk Wisata adalah suatu wahana, berbagai f'asilitas yang memadai, seni
budaya, produk dan jasa lainnya yang sengaja ditawarkan/dipasarkan
kepada wisatawan dengan tujuan tintuk memperoleh keuntungan, biasanya
berupa sarana akomodasi, jasa lransportasi, benda kerajinan, hiburan
Lrmum, dan jasa lainnya yang mampu menarik wisatawan ;

Pertambangan adalah tatanan yang mengatur segala kegiatan eksplorasi,
eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, penjualan, dan pengangkutan
tambang/bahan galian ,

liskplorasi adalah usaha penyeledikan geologi pertarnbangan untuk
rncnetapkan lebih toliti/soksama adanya silat-sifbt letakan bahan galian ;

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan bahan galian dan memanlaatkannya ;

Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu
dan nilai tarnbah galian dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-
unsur yang terdapat pada galian itu ;

Penjualan t lasil Tambang adalah segala usaha penjualan bahan galian dari
hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian ,

I)engangkutan Hasil T'ambang adalah usaha pemindahan bahan galian dan
hasil eksplorasi maupun eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;

Wilayah Pertambangan adalah setiap wilayah yang ditetapkan oleh
Pernerintah sebagai wilayah yang layak produktif untuk ditambang;

Wilayah Usaha 'fambang adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan
dalam lzin Usaha Pertambangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

l)cttgrtn l'craturlrr l)acralr irri dibenluk l)ilras l)erirrdustrian, l'crdagangan, dan
l'>ariwisata Kabupaten Sitr-rbondo.
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BAB III
KBDtlDU KAN, TUGAS, DAN FTJNGSI

Pasal 3

( I ) I)inas l)orirrdustrran, l)crdagangan, dan l)ariwisata merupakan unsur
pelaksana Pomerintalr Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan,
parirvisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, dan penanaman
modal ;

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah ;

(i) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dalam melaksanakan
tugasnya di bidang teknis adrninistratif dibina dan ilikoordinasikan oleh
Sekrelaris Dacrah.

Pasal 4

l)inas Pcrindustrian, Perdagangan, dan Parirvisala rnenlpunyai Iugas
tttr;rttltittttu l]upati tlalitrtt tttr:laksartakan l\cwcnangan di bidang pcrindustrian,
perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, pertambangan dan energi serta
pcnanaman podal.

Pasal 5

l)alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
l'erindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan,

ltlriwisala tlitn kclludlyailrt, ;rcrlarntrangan dan orrcrgi, scrta ponanantall
nrodal ;

b. l)onyusunan J)rogratn di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan
kebudayaan, pertambangan dan energi, serta penanarnan rnodal ;

c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian,
perdagangaq, pariwisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, serta
penanaman rqodal ,

d. l)e laksanaan ker,;a sama antar Dae rah dan lernbaga lain di bidang

1rcr'irttlttstri:tn, pcqclagirngan, parirvisata clln kclluclayaan, pcrlanrbarrgarr
clarr urrcrgi, sorta pp{laniullan rntltlal ;

Penrbinaan terhadap Unit Pelaksana'feknis Dinas dalam lingkup Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata. ;

Pengkoordinasian, pengendalian, pensawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang Perindustrian Pprcfqganpan, dan Parirvisata ,

Pengelolaan urusan ketatausahaAn ;

I'elaporan hasil pelaksanaan tugas;

l)elaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Burpati.

I}AI} IV
ORGANISASI

Pasal 6

(l) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata terdiri
dari :

C
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a. Kepala Dinas ;

b. Bagian'l'ata Usaha;

c Bidang - bidang ,

d. Sub - sub Bagian,

e. Seksi - scksi ;

a. Kelompok Jabatan h'ungsional ;
b [Jnit Pclaksana Tcknis Dinas.

(l) llagrarr 'l'ala tJsalra dipirnpin olclr Kcpala llagian 'l'ata Usaha, Bidang
dipimpin ok:h Kcpala llidang yang masing-masing berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraluran Daerah ini.

Bagian Pertama

I}AGIAN'I'A'TA USAIIA

Pasal 7

Bagian 'fata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
adrninistratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian
'['ata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
adiministrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Pariwisata;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pariwisata:

c. l)claksurtaln urusan kcrntngarr ;

d. Pelaksanaan urusan bina program ;

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

t. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
g Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

asal 9

( I ) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ay^t (l),
dipimpin olclr Kcpala Sub llagian yang bcrada di lrawah dan lrertanggung
jarvab kepada Kcpala llagian J'ata Usaha.
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Bagian Kedua

BIDANG INDUSTRI, PER'IAMBANGAN, DAN ENERGI
StrRTA PENAN+MAN MODAL

Pasal l0

Bidang lndustri, Pertambangan, dan Energi serta Penanaman Modal
lnempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata di bidang industri, pertambangan
dan energi serta penanaman modal.

Pasal I I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang
Industri, Pertambangan dan Energi serta Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi:

a. Pcnyusunan dan pe nyiapan program kerja di bidang pcrindustrian,
pertarnbangan dan energi, scrta penanaman rnodal ;

lr. I'cnyusunan pedoman / pctunjuk teknis pembinaan kegiatan perindustrian,

;lcrtanrllarrgan dan cncrgi, serta perranaman rnodal ;

c. l)erumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian
bimbingan dan pembinaan kegiatan usaha di bidang perindustrian,
pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;

d. Pelaksanaan pemberian izin usaha dan pelayanan umum di bidang
perindustrian, pcrlambangan dan cnergi, scrta penanaman rnodal ;

c l)enyrapan pcrnbcrian lrirnbingan teknis dan pcnrbinaan pengembangan
usaha perindustrian, pertambangan dan energi, serta penanaman modal;

1. Penrngkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu,
diversifikasi produk, dan inovasi teknologi ;

g Analisis iklim usaha di bidang industri dan pertambangan ;

h. Pernberian masukan dalarn rangka menentukan wilayah pertarnbangan dan
wilayah usaha pertambangan ;

i. Penranlauan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolahan, dan
pennurnian, pengangkutan dan penjualan hasil tambang serta
melaksanakan urusan penarikan retribusi pertambangan sesuai ketentuan
pcraturan pcrundang-undangan yang berlaku ;

J Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha di bidang industri dan
pertambangan;

k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas,

rn. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

( l) Bidang lndustri, Pertambangan, dan Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Perindustrian dan Penanaman Modal ;
b. Seksi Pertambangan dan Energi ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin
olch Kcpala Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala lSidang lndustri, l'crtambangan, dan Energi serta Penanaman
Modal.

,t
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Bagian Ketiga

BII)ANG PEITDAGANGAN

Pasal l3

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, perdagangan, dan pariwisata di
hitlung perdagangan.

l)asal l4

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang
Perdagangan rnenyelenggarakan lungsi :

a. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang perdagangan;
b. Penyusunan pedoman / petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha

perdagangan ;

c. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian
bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan ;

d. Pelaksanakan pemberian izin usaha dan pelayanan umum di bidang
perdagangan ;

e. Penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan
pengembangan usaha ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang
dan jasa serta kegiatan promosi, perlindungan konsumen, dan
kemetrologian,

f. Pelaksanaan pendallaran perusahaan dan penyajian buku rlaftar
perusahaan.

g. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang danjasa ,

h. Pengkoordinasian di lingkungan bidang perdagangan dengan instansi/
lenrbaga tcrkait;

i. Pengawasan dan pengevaluasian kegialan di bidang perdagangan;
j. Pelaksanaankegiatanketatausahaan;

k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

l'asal l5

(2) Bidang Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi ;

b. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perdagangan.

Bagian Keempat

BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 16

llidang l'ariwisata dan Kcbudayaan mempunyai tugas mcmbantu Kepala
l)inas dalarn nrolaksanakan lugas Dinas Perindustrian, perdagangan, dan
Pariwisata di bidang pariwisata dan kebudayaan.
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a. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang pariwisata dan
kebudayaan ;

b. Penyusunan pedoman / petunjuk leknis pembinaan kegiatan pariwisata dan
kebudayaan;

c. Pelaksanakan pemberian izin usaha dan pelayanan umum di bidang
pariwisala dan kebudayaan ;

d. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha <ii
bidang pariwisata dan kebudayaan ;

e. Pembinaan obyek dan suber daya kepariwisataan

l0

Pasal, l7

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal
Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

16, Bidang Pariwisata dan

negalif industri pariwisata ;
Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di
kebudayaan ;

I)elaksanaan kegiatan ketatausahaan ,

Pelaporan hasil pelaksanaan lugas .

l)elaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal I8

I)idang Pariwlsata dan Kebudayaan lerdiri dari .

a. Soksi Pariwisata ;

b. Scksi Kebudayaan.

Masing-masing Seksi scbagaimana dimaksud pada ayat ( l), dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan berlanggung jawaU iepaOa
Kcpala llidang I)ariwisata dan Kchudayaan.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FI]NGSIONAI,

dan mencegah dampak

bidang pariwisata dan

h

i

(l)

(2)

(l)

(l)

(3)

(.1 )

l)asal I9

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri rlari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok ."ruui lengui
keahliannya ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas leknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan pariwisata seitrai
bidang keahlian dan kebutuhan ,

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jiwab lepada
Kepala Dinas ;

Jrrnlah .labaran Frrngsional ditcnlrrkan hcrtlasarkan silirt,.jcnis dan beban
kcr ja .

Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(5)



(l)

(2)

(3)

Pasal 20

Unit Pelaksana 'l'eknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan Dinas perindustrian, perdaganganl
dan Pariwisata dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;

Unit Pelaksana l'eknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di barvah dan benanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Unrl Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati

BAB V
TATA KERJA

Pasal 2l

Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas perindustrian,
Perdagangan, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
Dalam rnelaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip keterpaduan
dan pemanlaatan pelaksanaan progmm, baik dalam iingkup Dinas
maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas maiing-masing
setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;

Kcpala llagian 'l'ata Usaha, Kopala Bidang, Kcpala Sub Llagian, tlan
Kcpala Scksi rnasing-rnasing bcrtanggung jarvab menrberikan bimbingln
dan pcnrbinaan kcparla lrawahannya serta nrclaporkan pclaksanaan
Iugasnyit nrcnurut.icniang.iatralan rnasing-rnasing.

il

Bagian Keenam
IJNI'I- PE,I,A KSANA'IEKNIS DINAS

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHDNTIAN

DALAM JABATAN

(l)

(l)

(3)

(l)

(l)

(2)

Pasal 22

Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati alas usul Sekretaris Daerah ;

Kepala Sub Llagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekrelaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupali ;
Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

,t
a

(J'



(r)

(2)

t2

Pasal 23

Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap;

Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas perindustrian,
Perdagangan, dan Pariwisata berhalangan dalam menjalankan tugasnya,
maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu
pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KII'I'EN'I'TiAN PEN TI'[TJ P DAN PERAT,IIIAN

I'asal 24

_Ura,ian 
tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan pariwisata akan ditetapkan dalam Keputusan
Bupati dengan berpedoman kepada ketenluan peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Poraturan [)aerah ini dengan menempatkannya dalam Lembarin Daeiah
Kabul.raten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada langgal 28 Januari 2004

I
,l
a

ITTIBONDO,

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Pebruari 2004

DAEIIATI KA I}A'I'IiN
tJBONDO,

I-IJMIJAIiAN DATJI{AH KAtsUPA'I'EN SI'I'UBONDO'I'AHUN 2OO4 SERI D NOMOR I I
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l)iumurnkan di Situbondo
pada tansgal 5 Pebruari 2004

BERI'I'A DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OO4 SERI D NOMOR 1I

n

lna
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PENEJEI-ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 12 TAIIUN 2OO4

TENTANG
SUST]NAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
KABTIPATEN SITTIBONDO

I. PIiNITJALASAN TJMUM

Dcngan telah ditetapkannya Pealran Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas
l)erdagangan dan Pariwisata dan Sub Dinas Perindustrian dan Pertambangan pada
l)inas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo sebagaimana
diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ll Tahun 2001
lcntang Susunan Organisasr dan'l.ata Kor.ia Dinas Pcrindustrian, perdagangan dan
Kopcrasi Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C,
tanggal l2 Pcbruari 2001, Nomor I l/C, ditinjau kembali.

II. PENJEI,ASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah
ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah tafsir dalam
memahami dan yang melaksanakan
pasal-pasal yang ercantum dalam
Peraturan Daerah ini.

t-

Pasal 2 sampai dengan Pasal l8

l'usal l9 ayat ( I )

Cukup jelas.

Yang tlirnaksud Pcjabat Fungsional
adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan
tenentu serta bersifat mandiri.

I'asal l9 ayal (2) sampai dengan
[)asal 26 : Cukup jelas.

'I'AMIIAIIAN I,IIMBARAN I)AEITAH KABTJPATI]N SI'TTJBONDO NOMOR I9


